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WALIKOTA PALANGKA RAYA 
 

PROVINSI KALIMANTAN TENGAH 

 

PERATURAN DAERAH KOTA PALANGKA RAYA 

NOMOR 1 TAHUN 2019 

 
TENTANG 

 
RENCANA TATA RUANG WILAYAH KOTA PALANGKA RAYA 

TAHUN 2019 – 2039 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

WALIKOTA PALANGKA RAYA, 

 

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan ruang wilayah 

yang aman, nyaman, produktif dan berkelanjutan; 

b. bahwa dalam rangka mewujudkan keterpaduan 

pembangunan antar sektor, daerah, dan masyarakat 

maka rencana tata ruang wilayah merupakan payung 

hukum bagi pembangunan di daerah dan sekaligus 

sebagai arahan lokasi investasi pembangunan yang 

dilaksanakan pemerintah, masyarakat, dan/atau 

dunia usaha; 

c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 26   

ayat (7) Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 

tentang Penataan Ruang dan ketentuan Pasal 4 ayat 

(3) huruf a, Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 

2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang 

bahwa Rencana Tata Ruang Wilayah Kota ditetapkan 

dengan Peraturan Daerah; 

d. bahwa peraturan daerah Kota Palangka Raya    

Nomor 7 tahun 2001 tentang Rencana Tata Ruang 

Wilayah Kota Palangka Raya Tahun 2001-2011 

dipandang sudah tidak sesuai lagi dengan 

perkembangan yang terjadi sehingga perlu diganti 

dengan peraturan yang baru; 

e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud dalam  huruf a, huruf b, huruf c, dan 

huruf d, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang 

Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Palangka Raya 

Tahun 2019-2039; 
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Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara 

Republik Indonesia Tahun 1945; 

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang 

Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 104, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043); 

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1965 tentang 

Pembentukan Kotapradja Palangka Raya (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 48, 

Tambahan Lembaran Negara Repubik Indonesia 

Nomor 2753); 

4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang 

Konservasi Sumberdaya Alam Hayati dan 

Ekosistemnya (Lembaran Negara  Republik Indonesia 

Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 3419); 

5. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang 

Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 3888) 

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 

Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan 

Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 

Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-

Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan 

Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4412); 

6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang 

Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725); 

7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang 

Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 

Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5059); 

8. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang 

Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 

Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5068); 

9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 

Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 

Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5324); 
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10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) 

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 

dengan Undang-Undang Republik Indonesia      

Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas 

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 

2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5679); 

11. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang 

Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4833), sebagaimana telah diubah dengan 

Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang 

Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 

Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah 

Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 6042); 

12. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2008 tentang 

Pedoman Pemberian Insentif dan Pemberian 

Kemudahan Penanaman Modal di Daerah (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 88, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4861); 

13. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang 

Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5103); 

14. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2010 tentang 

Bentuk dan Tata Cara Peran Serta Masyarakat dalam 

Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2010 Nomor 118, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5160); 

15. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2013 tentang 

Ketelitian Peta Rencana Tata Ruang (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 08, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5393); 
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16. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang 

Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup 

Strategis (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2016 Nomor 228, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5941); 

17. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang 

Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan 

Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041); 

18. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 3 

Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Pulau 

Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2012 Nomor 10); 

19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 

2012 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan 

Daerah Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah 

Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 647); 

20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 

2013 tentang Batas Daerah Kota Palangka Raya 

dengan Kabupaten Katingan Provinsi Kalimantan 

Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 

2013 Nomor 1586); 

21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 74 Tahun 

2013 tentang Batas Daerah Kota Palangka Raya 

dengan Kabupaten Pulang Pisau Provinsi Kalimantan 

Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 

2013 Nomor 1587); 

22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 75 Tahun 

2013 tentang Batas Daerah Kota Palangka Raya 

dengan Kabupaten Gunung Mas Provinsi Kalimantan 

Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 

2013 Nomor 1588); 

23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 

2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah 

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 

Nomor 2036), sebagaimana telah di ubah dengan  

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 

2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri 

Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang 

Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157); 

24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 

2016 tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah 

Tentang Rencana Tata Ruang Daerah (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 464); 
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25. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala 

Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 2017 

tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Penataan 

Ruang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 

2017 Nomor 407); 

26. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala 

Badan Pertanahan Nasional Nomor 6 Tahun 2017 

tentang Tata Cara Peninjauan Kembali Rencana Tata 

Ruang Wilayah (Berita Negara Republik Indonesia 

Tahun 2017 Nomor 661); 

27. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala 

Badan Pertanahan Nasional Nomor 8 Tahun 2017 

tentang Pedoman Pemberian Persetujuan Substansi 

Dalam Rangka Penetapan Peraturan Daerah Tentang 

Rencana Tata Ruang Provinsi dan Rencana Tata 

Ruang Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2017 Nomor 966); 

28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 

2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian 

dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara 

Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang 

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan 

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, 

Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan 

Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan 

Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja 

Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312); 

29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 115 Tahun 

2017 tentang Mekanisme Pengendalian Pemanfaatan 

Ruang Daerah (Berita Negara Republik Indonesia 

Tahun 2017 Nomor 1853); 

30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 116 Tahun 

2017 tentang Koordinasi Penataan Ruang Daerah 

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 

Nomor 1854); 

31. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala 

Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 Tahun 2018 

tentang Pedoman Penyusunan Rencana Tata Ruang 

Wilayah Provinsi, Kabupaten dan Kota (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 394); 

32. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah  

Nomor 5 Tahun 2015 tentang Rencana Tata Ruang 

Wilayah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2015-

2035 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah 

Tahun 2015 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah 

Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 81); 
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Dengan Persetujuan Bersama 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PALANGKA RAYA 

dan 

WALIKOTA PALANGKA RAYA 

 

MEMUTUSKAN: 

 

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA TATA RUANG 

WILAYAH KOTA PALANGKA RAYA TAHUN 2019 – 2039. 

 

BAB I 
KETENTUAN UMUM 

 

Pasal 1 
 

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan: 

1. Kota adalah Kota Palangka Raya. 

2. Provinsi adalah Provinsi Kalimantan Tengah. 

3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan 

oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah 

menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi 

seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik 

Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar 

Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 

4. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur 

penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan 

urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. 

5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD 

adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai 

unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah. 

6. Walikota adalah Walikota Palangka Raya. 

7. Dewan Perwakilan Rakyat yang selanjutnya disingkat DPRD adalah 

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Palangka Raya. 

8. Organisasi Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat OPD adalah 

Organisasi Perangkat Daerah Kota Palangka Raya. 

9. Peraturan daerah adalah Peraturan Daerah Kota Palangka Raya. 

10. Tata ruang adalah wujud struktur ruang dan pola ruang baik 

direncanakan maupun tidak direncanakan. 

11. Penataan ruang adalah suatu sistem proses perencanaan tata ruang, 

pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang. 

12. Ruang adalah wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut dan ruang 

udara termasuk ruang di dalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah, 

tempat manusia dan makhluk lain hidup, melakukan kegiatan, dan 

memelihara kelangsungan hidupnya. 

13. Wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta 

segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan 

berdasarkan aspek administrasi dan/atau aspek fungsional. 



- 7 - 

14. Rencana tata ruang adalah hasil perencanaan tata ruang. 

15. Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Palangka Raya yang selanjutnya 

disingkat RTRW Kota Palangka Raya, adalah rencana tata ruang yang 

bersifat umum dari hasil perencanaan tata ruang wilayah kota yang 

mengacu Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional, Rencana Tata Ruang 

Pulau/Kepulauan, Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Nasional, 

Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi dan Rencana Tata Ruang 

Strategis Provinsi yang telah ditetapkan dengan peraturan daerah 

kota. 

16. Struktur ruang adalah susunan pusat-pusat permukiman dan sistem 

jaringan prasarana dan sarana yang berfungsi sebagai pendukung 

kegiatan sosial ekonomi masyarakat yang secara hirarkis memiliki 

hubungan fungsional. 

17. Pola ruang adalah distribusi peruntukan ruang dalam suatu wilayah 

yang meliputi peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan 

peruntukan ruang untuk fungsi budi daya. 

18. Penyelenggaraan penataan ruang adalah kegiatan yang meliputi 

pengaturan, pembinaan, pelaksanaan, dan pengawasan penataan 

ruang. 

19. Pengaturan penataan ruang adalah upaya pembentukan landasan 

hukum bagi Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat dalam 

penataan ruang. 

20. Pembinaan penataan ruang adalah upaya untuk meningkatkan 

kinerja penataan ruang yang diselenggarakan oleh Pemerintah, 

pemerintah daerah, dan masyarakat. 

21. Pelaksanaan penataan ruang adalah upaya pencapaian tujuan 

penataan ruang melalui pelaksanaan perencanaan tata ruang, 

pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang. 

22. Pengawasan penataan ruang adalah upaya agar penyelenggaraan 

penataan ruang dapat diwujudkan sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundang-undangan. 

23. Perencanaan tata ruang adalah suatu proses untuk menentukan 

struktur ruang dan pola ruang yang meliputi penyusunan dan 

penetapan rencana tata ruang. 

24. Pemanfaatan ruang adalah upaya untuk mewujudkan struktur ruang 

dan pola ruang sesuai dengan rencana tata ruang melalui 

penyusunan dan pelaksanaan program beserta pembiayaannya. 

25. Pengendalian pemanfaatan ruang adalah upaya untuk mewujudkan 

tertib tata ruang sesuai dengan rencana tata ruang yang telah 

ditetapkan. 

26. Tujuan penataan ruang wilayah kota adalah tujuan yang ditetapkan 

pemerintah daerah kota yang merupakan arahan perwujudan visi dan 

misi pembangunan jangka panjang kota pada aspek keruangan, yang 

pada dasarnya mendukung terwujudnya ruang wilayah nasional yang 

aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan berlandaskan wawasan 

nusantara dan ketahanan nasional. 
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27. Kebijakan penataan ruang wilayah kota adalah arah pengembangan 

wilayah yang ditetapkan oleh pemerintah daerah kota guna mencapai 

tujuan penataan ruang wilayah kota dalam kurun waktu 20 (dua 

puluh) tahun.  

28. Strategi penataan ruang wilayah kota adalah penjabaran kebijakan 

penataan ruang ke dalam langkah pencapaian tindakan yang lebih 

nyata yang menjadi dasar dalam penyusunan rencana struktur ruang 

dan pola ruang wilayah kota. 

29. Rencana struktur ruang wilayah kota adalah rencana yang mencakup 

rencana sistem perkotaan wilayah kota dalam wilayah pelayanannya 

dan jaringan prasarana wilayah kota yang dikembangkan untuk 

mengintegrasikan wilayah kota selain untuk melayani kegiatan skala 

kota, meliputi sistem jaringan transportasi, sistem jaringan energi dan 

kelistrikan, sistem jaringan telekomunikasi, sistem jaringan sumber 

daya air, dan sistem jaringan lainnya. 

30. Pusat Kegiatan Nasional yang selanjutnya disingkat PKN adalah 

kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala 

internasional, nasional, atau beberapa provinsi. 

31. Pusat Pelayanan Kota yang selanjutnya disingkat PPK adalah pusat 

pelayanan ekonomi, sosial, dan/atau administrasi yang melayani 

seluruh wilayah kota dan/atau regional. 

32. Sub Pusat Pelayanan Kota yang selanjutnya disingkat Sub PPK adalah 

pusat pelayanan ekonomi, sosial, dan/atau administrasi yang 

melayani sub wilayah kota. 

33. Pusat Lingkungan yang selanjutnya disingkat PL adalah pusat 

pelayanan ekonomi, sosial dan/atau administrasi lingkungan kota. 

34. Fungsi kota adalah  sekelompok aktivitas yang tergolong pada jenis 

yang sama berdasarkan sifat atau pelaksanaannya. 

35. Rencana pola ruang kota adalah rencana distribusi peruntukan ruang 

wilayah kota yang meliputi peruntukan ruang untuk fungsi lindung 

dan budi daya yang dicapai sampai dengan akhir masa berlakunya 

rencana tata ruang yang memberikan gambaran pemanfaatan ruang 

wilayah kota hingga 20 (dua puluh) tahun mendatang. 

36. Kawasan perkotaan adalah kawasan yang mempunyai kegiatan utama 

bukan pertanian dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat 

permukiman perkotaan, pemusatan dan distribusi jasa pemerintahan, 

pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi. 

37. Kawasan adalah wilayah dengan fungsi utama lindung atau budi 

daya. 

38. Kawasan lindung kota adalah kawasan lindung yang secara ekologis 

merupakan satu ekosistem yang terletak pada wilayah kota, kawasan 

lindung yang memberikan perlindungan terhadap kawasan 

bawahannya yang terletak di wilayah kota, dan kawasan-kawasan 

lindung lain yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan 

pengelolaannya merupakan kewenangan pemerintah daerah kota. 
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39. Kawasan budi daya kota adalah kawasan di wilayah kota yang 

ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar 

kondisi dan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan 

sumber daya buatan. 

40. Kawasan strategis nasional adalah wilayah yang penataan ruangnya 

diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting secara 

nasional  terhadap kedaulatan negara, pertahanan dan keamanan 

negara, ekonomi, sosial, budaya dan/atau lingkungan, termasuk 

wilayah yang telah ditetapkan sebagai warisan dunia. 

41. Kawasan strategis provinsi adalah wilayah yang penataan ruangnya 

diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam 

lingkup provinsi terhadap ekonomi, sosial, budaya dan/atau 

lingkungan. 

42. Kawasan strategis kota adalah wilayah yang penataan ruangnya 

diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam 

lingkup kota terhadap ekonomi, sosial, budaya, dan/atau lingkungan. 

43. Sarana kota adalah kelengkapan kawasan permukiman perkotaan 

yang berupa fasilitas pendidikan, kesehatan, perbelanjaan dan niaga, 

pemerintahan dan pelayanan umum, peribadatan, rekreasi dan 

kebudayaan, olah raga dan lapangan terbuka, serta pemakaman 

umum. 

44. Prasarana kota adalah kelengkapan dasar fisik yang memungkinkan 

kawasan permukiman perkotaan dapat berfungsi sebagaimana 

mestinya, yang meliputi jalan, saluran air bersih, saluran air limbah, 

saluran air hujan, pembuangan sampah, jaringan gas, jaringan listrik, 

dan telekomunikasi. 

45. Infrastruktur adalah fasilitas-fasilitas dalam bentuk fisik yang 

dikembangkan atau dibutuhkan oleh pihak-pihak publik untuk 

menunjang fungsi pembentukan kota, yaitu pemenuhan tenaga listrik, 

transportasi, penyediaan air, serta pembuangan limbah dalam rangka 

memfasilitasi kepentingan sosial dan ekonomi. 

46. Jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala 

bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya 

yang diperuntukkan bagi lalu lintas, yang berada pada permukaan 

tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah 

dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan kabel. 

47. Sistem jaringan jalan adalah satu kesatuan ruas jalan yang saling 

menghubungkan dan mengikat pusat-pusat pertumbuhan dengan 

wilayah yang berada dalam pengaruh pelayanannya dalam satu 

hubungan hierarki. 

48. Sistem jaringan jalan primer disusun berdasarkan rencana tata ruang 

dan pelayanan distribusi barang dan jasa untuk pengembangan 

semua wilayah di tingkat nasional, dengan menghubungkan semua 

simpul jasa distribusi yang berwujud pusat-pusat kegiatan yang 

menghubungkan secara menerus pusat kegiatan nasional, pusat 

kegiatan wilayah, pusat kegiatan lokal sampai ke pusat kegiatan 

lingkungan dan menghubungkan antarpusat kegiatan nasional. 
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49. Sistem jaringan jalan sekunder disusun berdasarkan rencana tata 

ruang wilayah  kabupaten/kota dan pelayanan distribusi barang dan 

jasa untuk masyarakat di dalam kawasan perkotaan yang 

menghubungkan secara menerus kawasan yang mempunyai fungsi 

primer, fungsi sekunder kesatu, fungsi sekunder kedua, fungsi 

sekunder ketiga, dan seterusnya sampai ke persil. 

50. Jalan arteri adalah jalan umum yang berfungsi melayani angkutan 

utama dengan ciri perjalanan jarak jauh, kecepatan rata-rata tinggi, 

dan jumlah jalan masuk dibatasi secara berdaya guna. 

51. Jalan arteri primer yang selanjutnya disingkat JAP adalah jalan yang 

menghubungkan secara berdaya guna antar Pusat Kegiatan Nasional 

atau antara pusat kegiatan nasional dengan pusat kegiatan wilayah. 

52. Jalan arteri sekunder yang selanjutnya disingkat JAS adalah jalan 

yang menghubungkan kawasan primer dengan kawasan sekunder 

kesatu, antar kawasan sekunder kesatu, kawasan sekunder kesatu 

dengan kawasan sekunder kedua. 

53. Jalan kolektor adalah jalan umum yang berfungsi melayani angkutan 

pengumpul atau pembagi dengan ciri perjalanan jarak sedang, 

kecepatan rata-rata sedang, dan jumlah jalan masuk dibatasi. 

54. Jalan kolektor primer yang selanjutnya disingkat JKP adalah jalan 

yang menghubungkan antar pusat kegiatan wilayah dan antara pusat 

kegiatan wilayah dengan pusat kegiatan lokal. 

55. Jalan kolektor sekunder yang selanjutnya disebut JKS adalah jalan 

yang menghubungkan kawasan sekunder kedua dengan kawasan 

sekunder kedua atau kawasan sekunder kedua dengan kawasan 

sekunder ketiga. 

56. Jalan lokal sekunder yang selanjutnya disingkat JLS adalah jalan 

yang menghubungkan kawasan sekunder kesatu dengan perumahan, 

kawasan sekunder kedua dengan perumahan, kawasan sekunder 

ketiga dan seterusnya sampai ke perumahan. 

57. Terminal adalah pangkalan kendaraan bermotor umum yang 

digunakan untuk mengatur kedatangan dan keberangkatan, 

menaikan dan menurunkan orang dan atau barang, serta 

perpindahan moda angkutan. 

58. Jembatan timbang adalah tempat dimana terdapat seperangkat alat 

untuk menimbang kendaraan barang/truk yang dapat dipasang 

secara tetap atau alat yang dapat dipindah-pindahkan (portable) yang 

digunakan untuk mengetahui berat kendaraan beserta muatannya 

digunakan untuk pengawasan jalan ataupun untuk mengukur 

besarnya muatan pada industri, pelabuhan ataupun pertanian. 

59. Kereta api adalah bentuk transportasi rel yang terdiri dari serangkaian 

kendaraan yang ditarik sepanjang jalur kereta api untuk mengangkut 

kargo atau penumpang. 

60. Stasiun kereta api adalah tempat untuk menaikkan dan menurunkan 

penumpang yang menggunakan jasa transportasi kereta api. 
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61. Jalur kereta api adalah jalur yang terdiri atas rangkaian petak jalan 

rel yang meliputi ruang manfaat jalur kereta api, ruang milik jalur 

kereta api, dan ruang pengawasan jalur kereta api, termasuk bagian 

atas dan bawahnya yang diperuntukkan bagi lalu lintas kereta api. 

62. Alur pelayaran adalah perairan yang dari segi kedalaman, lebar, dan 

bebas hambatan pelayaran lainnya dianggap aman dan selamat untuk 

dilayari oleh kapal di sungai atau danau. 

63. Pelabuhan adalah sebuah fasilitas di sungai atau danau untuk 

menerima kapal dan memindahkan barang kargo maupun 

penumpang ke dalamnya. 

64. Bandar udara adalah kawasan di daratan dengan batas-batas tertentu 

yang digunakan sebagai tempat pesawat udara mendarat dan lepas 

landas, naik turun penumpang, bongkar muat barang, dan tempat 

perpindahan intra dan antarmoda transportasi, yang dilengkapi 

dengan fasilitas keselamatan dan keamanan penerbangan, serta 

fasilitas pokok dan fasilitas penunjang lainnya. 

65. Saluran udara tegangan ekstra tinggi yang selanjutnya disingkat 

SUTET adalah tegangan listrik dengan kekuatan 500 (lima ratus) 

kilovolt yang ditujukan untuk menyalurkan energi listrik dari pusat-

pusat pembangkit yang jaraknya jauh menuju pusat-pusat beban 

sehingga energi listrik bisa disalurkan dengan efisien. 

66. Saluran utama tegangan tinggi yang selanjutnya disingkat SUTT 

adalah saluran udara yang mendistribusikan energi listrik dengan 

kekuatan 275 (dua ratus tujuh puluh lima) kilovolt yang 

mendistribusikan dari pusat-pusat beban menuju gardu-gardu listrik. 

67. Saluran udara tegangan menengah selanjutnya disingkat SUTM 

adalah saluran tenaga listrik yang menggunakan kawat (penghantar) 

di udara bertegangan di bawah 35 kilovolt sesuai di bidang 

ketenagalistrikan. 

68. Saluran udara tegangan rendah selanjutnya disingkat SUTR adalah 

sistem tenaga listrik pada tegangan distribusi di bawah 1000 volt 

(220V/380 volt) digunakan untuk kebutuhan tegangan rendah bagi 

konsumen. 

69. Sungai adalah alur atau wadah air alami dan/atau buatan berupa 

jaringan pengaliran air beserta air di dalamnya, mulai dari hulu 

sampai muara, dengan dibatasi kanan dan kiri oleh garis sempadan. 

70. Wilayah sungai yang selanjutnya disebut WS adalah kesatuan wilayah 

pengelolaan sumberdaya air dalam satu atau lebih daerah aliran 

sungai dan/atau pulau-pulau kecil yang luasnya kurang dari atau 

sama dengan 2.000 km² (dua ribu kilometer persegi). 

71. Danau paparan banjir adalah tampungan air alami yang merupakan 

bagian dari sungai yang muka airnya terpengaruh langsung oleh 

muka air sungai. 

72. Dataran banjir adalah dataran di sepanjang kiri dan/atau kanan 

sungai yang tergenang air pada saat banjir. 
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73. Bantaran sungai adalah ruang antara tepi palung sungai dan kaki 

tanggul sebelah dalam yang terletak di kiri dan/atau kanan palung 

sungai. 

74. Daerah aliran sungai yang selanjutnya disebut DAS adalah suatu 

wilayah daratan yang merupakan satu kesatuan dengan sungai dan 

anak sungainya, yang berfungsi menampung, menyimpan dan 

mengalirkan air yang berasal dari curah hujan ke danau atau ke laut 

secara alami, yang batas di darat merupakan pemisah topografis dan 

batas di laut sampai dengan daerah perairan yang masih terpengaruh 

aktivitas daratan. 

75. Cekungan air tanah selanjutnya disingkat CAT adalah suatu wilayah 

yang dibatasi oleh batas hidrogeologis, tempat semua kejadian 

hidrogeologis seperti proses pengimbuhan, pengaliran, dan pelepasan 

air tanah berlangsung. 

76. Air baku adalah air yang akan digunakan untuk input pengolahan air 

minum yang memenuhi baku mutu air baku. 

77. Air minum adalah air minum rumah tangga yang melalui proses 

pengolahan atau tanpa proses pengolahan yang memenuhi syarat 

kesehatan dan dapat langsung diminum. 

78. Drainase atau pengatusan adalah prasarana yang berfungsi 

mengalirkan air permukaan ke badan penerima air dan atau ke 

bangunan resapan buatan. 

79. Saluran primer adalah saluran drainase yang menerima air dari 

saluran sekunder dan menyalurkannya ke badan air penerima. 

80. Saluran sekunder adalah saluran drainase yang menerima air dari 

saluran tersier dan menyalurkannya ke saluran primer. 

81. Saluran tersier adalah saluran drainase yang menerima dari sistem 

drainase lokal dan menyalurkannya ke saluran sekunder. 

82. Drainase perkotaan adalah drainase di wilayah kota yang berfungsi 

mengendalikan air permukaan sehingga tidak mengganggu 

masyarakat dan dapat memberikan manfaat bagi kehidupan manusia. 

83. Air limbah yaitu air yang berasal dari sisa kegiatan proses produksi 

dan usaha lainnya yang tidak dimanfaatkan lagi. 

84. Instalasi pengolahan air limbah yang selanjutnya disebut IPAL adalah 

sebuah struktur yang dirancang untuk membuang limbah biologis 

dan kimiawi dari air sehingga memungkinkan air tersebut untuk 

digunakan pada aktivitas yang lain. 

85. Persampahan adalah pelayanan pembuangan/pengolahan sampah 

rumah tangga, lingkungan komersial, perkantoran dan bangunan 

umum lainnya, yang terintegrasi dengan sistem jaringan pembuangan 

sampah makro dari wilayah regional yang lebih luas. 

86. Tempat pemprosesan akhir yang selanjutnya disingkat TPA adalah 

tempat untuk memproses dan mengembalikan sampah ke media 

lingkungan secara aman bagi manusia dan lingkungan. 

https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Limbah_biologis&action=edit&redlink=1
https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Limbah_kimiawi&action=edit&redlink=1
https://id.wikipedia.org/wiki/Air
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87. Tempat pengolahan dan pemrosesan akhir sampah yang selanjutnya 

disingkat TPPAS adalah tempat pengolahan dan pemrosesan sampah 

ke media lingkungan secara aman bagi manusia dan lingkungan. 

88. Tempat penampungan sementara, yang selanjutnya disingkat TPS, 

adalah tempat sebelum sampah diangkut ke tempat pendauran ulang, 

pengolahan, dan/atau tempat pengolahan sampah terpadu. 

89. Jaringan telekomunikasi adalah rangkaian perangkat telekomunikasi 

dan kelengkapannya yang digunakan dalam bertelekomunikasi. 

90. Menara telekomunikasi adalah bangunan untuk kepentingan umum 

yang didirikan di atas tanah atau bangunan yang merupakan satu 

kesatuan konstruksi dengan bangunan gedung yang dipergunakan 

untuk kepentingan umum yang struktur fisiknya dapat berupa rangka 

baja yang diikat oleh berbagai simpul atau berupa bentuk tunggal 

tanpa simpul, dimana fungsi, desain dan konstruksinya disesuaikan 

sebagai sarana penunjang menempatkan perangkat telekomunikasi. 

91. Menara bersama adalah menara telekomunikasi yang digunakan 

secara bersama-sama oleh operator penyelenggara telekomunikasi. 

92. Jalur evakuasi adalah jalan atau rute yang dapat dan mudah 

digunakan oleh masyarakat untuk menyelamatkan diri ketika terjadi 

bencana ke tempat yang aman. 

93. Kawasan hutan adalah wilayah tertentu yang ditetapkan oleh 

Pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap. 

94. Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan 

bawahannya berupa kawasan hutan lindung, kawasan bergambut dan 

kawasan resapan air. 

95. Kawasan hutan lindung adalah kawasan hutan yang memiliki sifat 

khas yang mampu memberikan perlindungan kepada kawasan 

sekitarnya maupun bawahannya sebagai pengatur tata air, pencegah 

banjir dan erosi serta pemeliharaan kesuburan tanah. 

96. Kawasan gambut adalah lahan dengan material organik yang 

terbentuk secara alami dari sisa-sisa tumbuhan yang terdekomposisi 

tidak sempurna dan terakumulasi pada rawa. 

97. Kawasan perlindungan setempat merupakan kawasan yang harus 

dilindungi karena fungsinya yang sangat penting untuk menjaga 

kelestarian unsur alamiah tertentu, seperti garis sempadan sungai, 

sempadan pantai, daerah sekitar waduk atau danau dan daerah 

sekitar mata air. 

98. Garis sempadan sungai adalah garis maya di kiri dan kanan palung 

sungai yang ditetapkan sebagai batas perlindungan sungai. 

99. Sempadan danau adalah luasan lahan yang mengelilingi dan berjarak 

tertentu dari tepi badan danau yang berfungsi sebagai kawasan 

pelindung danau. 

100. Sempadan jaringan irigasi adalah ruang di kiri dan kanan jaringan 

irigasi, di antara garis sempadan dan garis batas jaringan irigasi. 
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101. Kawasan konservasi adalah kawasan hutan dengan ciri khas tertentu 

yang mempunyai fungsi pokok pengawetan keanekaragaman 

tumbuhan dan satwa serta ekosistemnya. kawasan konservasi atau 

kawasan yang dilindungi ditetapkan pemerintah berdasarkan berbagai 

macam kriteria sesuai dengan kepentingannya. 

102. Hutan konservasi adalah kawasan hutan negara dengan ciri khas 

tertentu, yang mempunyai fungsi pokok pengawetan keanekaragaman 

tumbuhan dan satwa serta ekosistemnya. 

103. Kawasan suaka alam selanjutnya disingkat KSA adalah kawasan 

dengan ciri khas tertentu, baik di daratan maupun di perairan yang 

mempunyai fungsi pokok sebagai kawasan pengawetan 

keanekaragaman tumbuhan dan satwa serta ekosistemnya yang juga 

berfungsi sebagai wilayah sistem penyangga kehidupan. 

104. Kawasan hutan pelestarian alam selanjutnya disingkat KPA adalah  

kawasan hutan negara dengan ciri khas tertentu, yang mempunyai 

fungsi pokok perlindungan sistem penyangga kehidupan, pengawetan 

keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa, serta pemanfaatan 

secara lestari sumber daya alam hayati dan ekosistemnya. 

105. Kawasan cagar alam adalah suatu kawasan suaka alam yang karena 

keadaan alamnya mempunyai kekhasan tumbuhan, satwa, dan 

ekosistemnya atau ekosistem tertentu yang perlu dilindungi dan 

perkembangannya berlangsung secara alami. 

106. Taman hutan raya adalah kawasan pelestarian alam untuk tujuan 

koleksi tumbuhan dan/atau satwa yang alami atau bukan alami, jenis 

asli dan/atau bukan asli, yang dimanfaatkan bagi kepentingan umum 

sebagai tujuan penelitian, ilmu pengetahuan dan pendidikan, juga 

sebagai fasilitas yang menunjang budidaya, budaya, pariwisata dan 

rekreasi. 

107. Kawasan cagar budaya adalah satuan ruang geografis yang memiliki 

dua situs cagar budaya atau lebih yang letaknya berdekatan dan/atau 

memperlihatkan ciri tata ruang yang khas. 

108. Kawasan rawan bencana adalah kawasan dengan kondisi atau 

karakteristik  geologis, biologis, hidrologis, klimatologis dan geografis 

pada satu wilayah untuk jangka waktu tertentu yang mengurangi 

kemampuan mencegah, meredam, mencapai kesiapan dan 

mengurangi kemampuan untuk menanggapi dampak buruk bahaya 

tertentu. 

109. Ruang terbuka hijau yang selanjutnya disingkat RTH adalah area 

memanjang/jalur dan/atau mengelompok, yang penggunaannya lebih 

bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara 

alamiah maupun yang sengaja ditanam. 

110. Ruang terbuka hijau publik adalah ruang terbuka hijau untuk umum 

yang dapat berupa kawasan lindung, taman, hutan kota, jalur 

hijau/tepian dan median jalan, tempat pemakaman umum, lapangan 

olahraga, dan zona-zona penyangga tempat pembuangan akhir, 

pembangkit listrik dan kawasan industri. 
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111. Ruang terbuka hijau privat yang selanjutnya disebut RTH Privat 

adalah ruang terbuka hijau milik swasta atau perorangan yang 

meliputi pekarangan rumah tinggal, halaman perkantoran, pertokoan 

dan tempat usaha serta taman atap bangunan. 

112. Sabuk hijau atau green belt adalah ruang terbuka hijau yang memiliki 

tujuan utama untuk membatasi perkembangan suatu penggunaan 

lahan atau membatasi aktivitas satu dengan aktivitas lainnya agar 

tidak saling mengganggu. 

113. Kawasan hutan produksi adalah kawasan hutan guna produksi hasil 

hutan untuk memenuhi keperluan masyarakat pada umumnya, 

khususnya untuk pembangunan, industri dan ekspor. 

114. Kawasan hutan produksi tetap selanjut disingkat HP adalah hutan 

yang bisa dieksploitasi hasil hutannya dengan cara tebang pilih 

maupun tebang habis. 

115. Kawasan hutan produksi konversi yang diselanjutnya disingkat HPK 

adalah  kawasan hutan yang secara ruang dicadangkan untuk 

digunakan bagi pembangunan di luar kehutanan. 

116. Kawasan peruntukan pertanian adalah kawasan yang diperuntukan 

bagi kegiatan pertanian yang meliputi kawasan pertanian lahan 

basah, kawasan pertanian lahan kering, kawasan pertanian tanaman 

tahunan/perkebunan, perikanan dan peternakan. 

117. Kawasan pertanian pangan adalah kegiatan pemanfaatan sumber 

daya hayati yang dilakukan manusia untuk menghasilkan 

bahan pangan, bahan baku industri, atau sumber energi, serta untuk 

mengelola lingkungan hidupnya. 

118. Kawasan hortikultura adalah hamparan sebaran usaha hortikultura 

yang disatukan oleh faktor pengikat tertentu, baik faktor alamiah, 

sosial budaya maupun faktor infrastruktur fisik buatan. 

119. Kawasan perkebunan adalah kawasan yang fungsi utamanya 

diperuntukkan bagi kegiatan perkebunan dengan tujuan untuk 

memanfaatkan potensi lahan yang sesuai untuk kegiatan perkebunan 

dalam meningkatkan produksi perkebunan atau kehutanan, dengan 

tetap memperhatikan kelestarian lingkungan. 

120. Kawasan peternakan adalah kawasan yang difungsikan untuk 

kegiatan peternakan dan segala kegiatan penunjangnya dengan 

tujuan pengelolaan untuk memanfaatkan potensi lahan untuk 

peternakan dalam meningkatkan produksi. 

121. Kawasan peruntukan pertambangan adalah kawasan yang 

diperuntukan bagi kegiatan pertambangan bagi wilayah yang sedang 

maupun yang akan segera dilakukan kegiatan pertambangan. 

122. Kawasan peruntukan perikanan adalah kawasan yang difungsikan 

untuk kegiatan perikanan dan segala kegiatan penunjangnya dengan 

tujuan pengelolaan untuk memanfaatkan potensi lahan untuk 

perikanan dalam meningkatkan produksi perikanan, dengan tetap 

memperhatikan kelestarian lingkungan. 

 



- 16 - 

123. Kawasan pariwisata adalah kawasan dengan luas tertentu yang 

dibangun atau didirikan untuk memenuhi kebutuhan pariwisata 

dengan daya tarik kawasan. 

124. Kawasan peruntukan industri adalah kawasan yang diperuntukan 

bagi kegiatan industri sebagai tempat kegiatan ekonomi yang 

mengolah bahan mentah, bahan baku, barang setengah jadi, 

dan/atau barang jadi menjadi barang dengan nilai yang lebih tinggi 

untuk penggunaannya, termasuk kegiatan rancang bangun dan 

perekayasaan industri. 

125. Kawasan permukiman adalah bagian dari lingkungan hidup di 

luar kawasan lindung, baik berupa kawasan perkotaan maupun 

perdesaan, yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau 

lingkungan hunian dan tempat kegiatan yang mendukung 

perikehidupan dan penghidupan. 

126. Kawasan peruntukan perumahan adalah kawasan yang diperuntukan 

bagi kegiatan perumahan yang fungsi utamanya adalah untuk 

kegiatan hunian, dilengkapi sarana prasarana serta utilitas yang 

menunjang kegiatan bermukim. 

127. Kawasan kumuh adalah sebuah kawasan dengan tingkat kepadatan 

populasi tinggi di sebuah kota yang umumnya dihuni oleh masyarakat 

miskin. Kawasan kumuh dapat ditemui di berbagai kota besar di 

dunia.Kawasan kumuh umumnya dihubung-hubungkan dengan 

tingkat kemiskinan dan pengangguran tinggi. 

128. Kawasan peruntukan perdagangan dan jasa adalah kawasan yang 

fungsi utamanya diperuntukan untuk menunjang kegiatan 

perdagangan, jasa dan perkantoran skala regional dan kota. 

129. Kawasan perkantoran adalah kawasan yang fungsi utamanya 

diperuntukan untuk menunjang pelayanan kegiatan administrasi 

maupun pelayanan baik perkantoran pemerintahan dan perkantoran 

swasta. 

130. Kawasan pemerintahan adalah kawasan yang dominasi kegiatannya 

untuk pelayanan administratif pemerintahan dan kenegaraan skala 

provinsi, kota dan kecamatan. 

131. Kawasan peribadatan adalah kawasan dengan luas tertentu yang 

dibangun atau didirikan untuk memenuhi kebutuhan rohani berupa 

tempat ibadah, rumah ibadah, tempat peribadatan yaitu sebuah 

tempat yang digunakan oleh umat beragama untuk beribadah 

menurut ajaran agama atau kepercayaan mereka masing-masing. 

132. Kawasan pendidikan adalah kawasan dengan luas tertentu yang 

dibangun atau didirikan untuk memenuhi pelayanan pendidikan. 

133. Kawasan kesehatan adalah kawasan dengan luas tertentu yang 

dibangun atau didirikan untuk memenuhi pelayanan kesehatan. 

134. Kawasan olahraga adalah kawasan dengan luas tertentu yang 

dibangun atau didirikan untuk memenuhi kebutuhan mental dan 

jasmani. 
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135. Kawasan ruang terbuka non hijau yang selanjutnya disebut RTNH 

adalah area memanjang/jalur dan/atau mengelompok, yang 

penggunaannya lebih bersifat terbuka yang tidak ditanami tanaman. 

136. Tempat evakuasi bencana adalah ruang yang disediakan untuk 

menampung pengungsian bencana. 

137. Kawasan sektor informal adalah kawasan dengan luas tertentu yang 

dibangun atau didirikan untuk kebutuhan ekonomi skala kecil 

dan/atau ruang untuk pedagang kaki lima. 

138. Kawasan rawa adalah kawasan dengan lahan genangan air secara 

ilmiah yang terjadi terus-menerus atau musiman akibat drainase yang 

terhambat serta mempunyai ciri-ciri khusus secara fisika, kimiawi 

dan biologis. 

139. Kawasan hutan rakyat adalah kawasan hutan yang dibangun dan 

dikelola oleh rakyat, kebanyakan berada di atas tanah milik atau 

tanah adat; meskipun ada pula yang berada di atas tanah negara 

atau kawasan hutan negara. 

140. Kawasan pertahanan negara adalah wilayah yang ditetapkan secara 

nasional yang digunakan untuk kepentingan pertahanan. 

141. Arahan pemanfaatan ruang wilayah kota adalah arahan 

pengembangan wilayah untuk mewujudkan struktur ruang dan pola 

ruang wilayah kota sesuai dengan RTRW kota melalui penyusunan 

dan pelaksanaan program penataan atau pengembangan kota beserta 

pembiayaannya, dalam suatu indikasi program utama jangka 

menengah lima tahunan kota yang berisi rencana program utama, 

sumber pendanaan, instansi pelaksana, dan waktu pelaksanaan. 

142. Intensitas pemanfaatan ruang adalah besaran ruang untuk fungsi 

tertentu yang ditentukan berdasarkan pengaturan Koefisiensi Dasar 

Bangunan dan Koefisiensi Lantai Bangunan. 

143. Koefisien dasar bangunan yang selanjutnya disebut KDB adalah 

angka persentase perbandingan antara luas seluruh lantai dasar 

bangunan gedung dan luas lahan/tanah perpetakan/daerah 

perencanaan yang dikuasi sesuai rencana tata ruang dan rencana tata 

bangunan dan lingkungan. 

144. Koefisien lantai bangunan yang selanjutnya disebut KLB adalah angka 

persentase perbandingan antara luas seluruh lantai bangunan gedung 

dan luas tanah perpetakan/daerah perencanaan yang dikuasai sesuai 

rencana tata ruang dan rencana tata bangunan dan linkungan. 

145. Koefisien daerah hijau yang selanjutnya disebut KDH adalah angka 

persentase perbandingan antara luas seluruh ruang terbuka diluar 

bangunan gedung yang diperuntukan bagi pertamanan/penghijauan 

dan luas tanah perpetakan/daerah perencanaan yang dikuasai sesuai 

rencana tata ruang dan rencana tata bangunan dan lingkungan. 

146. Indikasi program utama jangka menengah lima tahunan adalah 

petunjuk yang memuat usulan program utama, lokasi, besaran, 

waktu pelaksanaan, sumber dana, dan instansi pelaksana dalam 

rangka mewujudkan ruang kota yang sesuai dengan rencana tata 

ruang. 
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147. Ketentuan umum peraturan zonasi adalah ketentuan umum yang 

mengatur pemanfaatan ruang atau penataan kota dan unsur 

pengendalian pemanfaatan ruang yang disusun untuk setiap 

klasifikasi peruntukan atau fungsi ruang yang sesuai dengan RTRWK. 

148. Ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah kota adalah 

ketentuan yang dibuat atau disusun dalam upaya mengendalikan 

pemanfaatan ruang wilayah kota agar sesuai dengan RTRWK yang 

berbentuk ketentuan umum peraturan zonasi, ketentuan perizinan, 

ketentuan insentif dan disinsentif, serta arahan sanksi untuk wilayah 

kota. 

149. Ketentuan perizinan adalah ketentuan-ketentuan yang ditetapkan 

oleh pemerintah daerah kota sesuai kewenangannya yang harus 

dipenuhi oleh setiap pihak sebelum pemanfaatan ruang, yang 

digunakan sebagai alat dalam melaksanakan pembangunan 

keruangan yang  tertib sesuai dengan rencana tata ruang yang telah 

disusun dan ditetapkan. 

150. Izin prinsip adalah izin yang wajib dimiliki dalam rangka memulai 

usaha. 

151. Izin lokasi adalah izin yang diberikan kepada perusahaan untuk 

memperoleh tanah yang diperlukan dalam rangka penanaman modal 

yang berlaku pula sebagai izin pemindahan hak, dan untuk 

menggunakan tanah tersebut guna keperluan usaha penanaman 

modalnya. 

152. Izin penggunaan pemanfaatan tanah selanjutnya disingkat IPPT 

adalah pemberian izin yang diberikan pemerintah daerah kepada 

instansi pemerintah, lembaga, badan hukum dan/atau badan usaha, 

dan perseorangan dalam rangka menggunakan tanah sesuai dengan 

ketentuan Rencana Tata Ruang Wilayah Kota (RTRWK), Rencana 

Detail Tata Ruang (RDTR) Kota dan/atau Kawasan, dan Rencana Tata 

Bangunan dan Lingkungan (RTBL). 

153. Izin Mendirikan Bangunan Gedung yang selanjutnya disingkat IMB 

adalah perizinan yang diberikan oleh pemerintah daerah kecuali 

untuk bangunan gedung fungsi khusus oleh Pemerintah kepada 

pemilik bangunan gedung untuk membangun baru, mengubah, 

memperluas, mengurangi, dan/atau merawat bangunan gedung 

sesuai dengan persyaratan administratif dan persyaratan teknis yang 

berlaku. 

154. Ketentuan insentif dan disinsentif adalah perangkat atau upaya untuk 

memberikan imbalan terhadap pelaksanaan kegiatan yang sejalan 

dengan rencana tata ruang dan juga perangkat untuk mencegah, 

membatasi pertumbuhan, atau mengurangi kegiatan yang tidak 

sesuai dengan rencana tata ruang. 

155. Arahan sanksi adalah arahan untuk memberikan sanksi bagi setiap 

orang dan/atau badan usaha yang melakukan pelanggaran 

pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang yang 

berlaku. 
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156. Masyarakat adalah orang, perseorangan, kelompok orang termasuk 

masyarakat hukum adat, korporasi, dan/atau pemangku kepentingan 

non pemerintah lain dalam penyelenggaraan penataan ruang. 

157. Peran serta masyarakat adalah partisipasi aktif masyarakat dalam 

perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian 

pemanfaatan ruang. 

158. Penyidik pegawai negeri sipil penataan ruang yang selanjutnya disebut 

PPNS Penataan Ruang adalah pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di 

lingkungan instansi pemerintah yang lingkup tugas dan tanggung 

jawabnya di bidang Penataan Ruang yang diberi wewenang khusus 

sebagai Penyidik sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang 

Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang. 

159. Peninjauan kembali RTRW adalah upaya untuk melihat kesesuaian 

antara RTRW dan kebutuhan pembangunan yang memperhatikan 

perkembangan lingkungan strategis dan dinamika pembangunan, 

serta pelaksanaan pemanfaatan ruang. 

160. Tim koordinasi penataan ruang daerah yang selanjutnya disebut 

TKPRD adalah badan bersifat ad hoc, yang dibentuk untuk 

mendukung pelaksanaan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 

tentang Penataan Ruang di daerah Kota Palangka Raya, dan 

mempunyai fungsi membantu pelaksanaan tugas Walikota dalam 

pelaksanan koordinasi penataan ruang di daerah Kota Palangka Raya. 

161. Holding zone dan/atau outline rencana pola ruang kota adalah 

kegiatan atau rencana kegiatan non kehutanan yang berada dalam 

kawasan hutan yang belum diakomodir dalam penetapan kawasan 

hutan. 

 
BAB II 

RUANG LINGKUP PENATAAN RUANG 
 

Pasal 2 
 

(1) Muatan yang diatur dalam Peraturan Daerah ini meliputi: 

a. tujuan, kebijakan dan strategi penataan ruang wilayah kota; 

b. rencana struktur ruang wilayah kota; 

c. rencana pola ruang wilayah kota; 

d. penetapan kawasan strategis wilayah; 

e. arahan pemanfaatan ruang wilayah; 

f. ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah kota; 

g. hak, kewajiban dan peran masyarakat; 

h. kelembagaan; 

i. ketentuan penyidikan; 

j. ketentuan pidana; 

k. penyelesaian sengketa; 

l. peninjauan kembali; 

m. ketentuan lain-lain; 

n. ketentuan peralihan; dan 

o. ketentuan penutup. 


